Judul Produk Pelayanan	: Permohonan penyelesaian atas kewajiban pembayaran BM dan PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang serta sanksi sesuai dengan peraturan perundang- undangan di bidang kepabeanan dan perpajakan (dalam hal terjadi kondisi tertentu yang mengakibatkan perusahaan tidak dapat menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan/atau terdapat saldo Barang dan Bahan yang telah disampaikan laporan pertanggungjawabannya)
Nomor KEP			: KEP-117/BC/2025
Nomor Produk			: 014

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:
	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Persyaratan
Pelayanan
	1. Ditemui kondisi tertentu antara lain:
a. Perusahaan KITE Pembebasan memberitahukan ekspor Hasil	Produksi    dari    Barang    dan    Bahan    yang menggunakan fasilitas KITE Pembebasan sebagai ekspor umum; dan/atau
b. Perusahaan  KITE  Pembebasan  tidak  mencantumkan nomor	dan   tanggal   Keputusan   Menteri   mengenai penetapan	sebagai    Keputusan    Menteri    mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan pada pemberitahuan pabean ekspor.
2. Ditemui situasi saldo Barang dan Bahan antara lain:
.	Saldo Barang dan Bahan yang masih tersisa dalam SKP setelah	Perusahaan   KITE   Pembebasan   melakukan penyelesaian	dan         menyampaikan         laporan pertanggungjawaban; dan/atau
a. Saldo Barang dan Bahan tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan proses produksi.
3. Perusahaan  KITE  Pembebasan  mengajukan  permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU,
4. Ditemui   salah   satu   situasi   pada   Perusahaan   KITE Pembebasan dalam hal:
a. terjadi kondisi tertentu yang mengakibatkan Perusahaan KITE Pembebasan tidak dapat menyampaikan laporan pertanggungjawaban; dan/atau
b. terdapat saldo Barang dan Bahan dari Barang dan Bahan yang telah disampaikan laporan pertanggungjawabannya.

	2.
	Sistem,
Mekanisme dan Prosedur
	1. Perusahaan  KITE  Pembebasan  mengajukan  permohonan
penyelesaian atas kewajiban pembayaran Bea Masuk dan PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang serta sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan perpajakan atas Barang dan Bahan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU;
2. Petugas    pada    loket    penerimaan    dokumen    meneliti kelengkapan dan kesesuaian berkas:
a. Dalam hal tidak sesuai, menerbitkan surat pengembalian permohonan disertai dengan alasan;
b. Dalam hal sesuai, menerima berkas dan menerbitkan tanda terima permohonan, kemudian mendistribusikan berkas permohonan.
3. Pejabat Bea dan Cukai memastikan alasan pengajuan dalam hal:
.	terjadi kondisi tertentu yang mengakibatkan Perusahaan KITE Pembebasan tidak dapat menyampaikan laporan pertanggungjawaban; dan/atau
a. terdapat saldo Barang dan Bahan dari Barang dan Bahan yang	telah             disampaikan             laporan pertanggungjawabannya.

	
	
	4. Dalam hal permohonan ditolak, Kepala Kantor Wilayah atau
Kepala KPU menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan;
5. Dalam hal permohonan disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU atas nama Menteri melakukan penetapan sebagai dasar penagihan atas kewajiban pembayaran Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, serta PPN atau PPN dan PPnBM atas Barang dan Bahan yang pada saat impor atau pemasukan mendapat fasilitas KITE Pembebasan, serta sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kepabeanan dan perpajakan atas Barang dan Bahan;
6. Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya PPN atau PPN dan PPnBM yang wajib dibayar sebesar nilai impor atau pemasukan;
7. Saat terutangnya PPN atau PPN dan PPnBM yang wajib dibayar yaitu pada saat impor atau pemasukan barang;
8. Dalam hal pelunasan PPN atau PPN dan PPnBM dilakukan setelah	saat   terutang,   Perusahaan   KITE   Pembebasan dikenakan sanksi keterlambatan penyetoran sesuai dengan ketentuan	peraturan   perundang-undangan   di   bidang perpajakan.

	3.
	Jangka
Waktu
Penyelesaian
	3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

	4.
	Biaya/tarif
	Tidak dipungut biaya

	5.
	Produk
Pelayanan
	1.  Surat penetapan sebagai dasar penagihan atas kewajiban
pembayaran Bea Masuk dan PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang serta sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan perpajakan atas Barang dan Bahan dalam hal permohonan disetujui, atau
2.  Surat Penolakan disertai dengan alasan dalam hal permohonan ditolak.

	6.
	Penanganan
Pengaduan, Saran,     dan Masukan
	1.  Pengaduan,  Saran,  dan  Masukan  dapat  disampaikan
secara online melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html atau ke e-mail  pengaduan.beacukai@customs.go.id
2.  Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta – 13230
3. Menyampaikan  pengaduan,  saran,  dan  masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja yang bersangkutan atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit kerja




